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· 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 
tentang lnventarisasi Barang-barang milik Negara/Kekayaan 
Negara; 

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara ·' (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 
tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339) 

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

. a. bahwa untuk meningkatkan tertib adminstrasi pengelolaan 
barang Daerah, perlu diadakan inventarisasi secara cermat 
terhadap barang-barang milik/dikuasai oleh Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Utara; 

b. bahwa untuk memperoleh data barang yang mutakhir dan 
akurat perlu dilakukan lnventarisasi Barang Milik Daerah 
melalui pencatatan langsung di tempat barang berada, 
sehingga diperoleh data barang yang lengkap yang meliputi 
jumlah, jenis, lokasi keadaan dan data lainnya guna menyusun 
Buku lnventaris dan Buku lnduk lnventaris; 

c. bahwa untuk keseragaman dan kelancaran kegiatan yang 
dirnaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah 
di lingkungan pemerintah kabupaten kolaka utara yang 
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara. 

BUPATI KOLAKA UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 

DI LINGKUNGKANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
TAHUN 2014 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
Nomor -12, TAHUN 2014 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
TAHUN 2014. 

Menetapkan 

! • 

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
4578); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah; 

11. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 
tentang Penjualan dan Pemindah Tanganan Barang-barang 
yang dimiliki/dikuasai Negara; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah. 
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adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi 

pengelolaan barang milik daerah (Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara); 

9. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Kolaka Utara selanjutnya disebut 

Pembantu Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Kolaka 

Utara yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan aset Daerah); 

10. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah Pejabat Pemegang 

Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah (Kepala SKPD); 

11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Kolaka Utara adalah Kepala Satuan 

Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik 

daerah Kabupaten Kolaka Utara yang berada dalam penguasaannya; 

12. Penyimpan Barang Milik Daerah Kabupaten Kolaka Utara adalah Pegawai yang diserahi 
tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang; 

13. Pengurus Barang Milik Daerah Kabupaten Kolaka Utara adalah Pegawai yang diserahi 

tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap Satuan 
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja; 

14. Tim Tekhnis lnventarisasi (Technical Team lnventarisasi) adalah Tim yang dibentuk oleh 

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang secara tekhnis melaksanakan lnventarisasi 
Barang Milik Daerah; 

7. I nventarisasi Ba rang Daerah adalah 

milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten 

dipertanggungjawabkan serta akurat; 

8. Pengelola Barang MHik Daerah Kabupaten Kolaka Utara selanjutnya disebut pengelola 

barang 

dapat 

pelaksanaan pencatatan semua 

Kolaka Utara yang benar dan 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara; 
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 

5. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang terdiri 

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, lnspektorat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, 

Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Tekhnis dibawahnya; 

6. Barang Milik Daerah Kabupaten Kolaka Utara adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka 

Utara atau Perolehan lainnya yang sah; 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

'. 
\ 
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Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan azas: 

1. Azas keseragaman yaitu adanya kesamaan dan keseragaman dalam melaksanakan 
. lnventarisasi Barang Milik Daerah pada setiap Unit Pengelola Barang (UPB); 

Pasal 3 

Bagian Kedua 

Azas lnventarisasi Barang Milik Daerah 

(1) Petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah sebagai pedoman 

pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah agar dijadikan pegangan yang tepat dan 

jelas bagi para pelaksana inventarisasi barang· milik daerah sehingga hasil yang dicapai 
sesuai dengan yang diharapkan. 

(2) Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah adalah 

untuk memperoleh data kekayaan Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan 

tertib administrasi, tertib penggunaan, tertib pemeliharaan/perawatan dan tertib 
penghapusan. 

Pasal 2 

Bagaian Pertama 

Maksud dan Tujuan 

BAB II 

INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 

15. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik 

Daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah 
lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan 

pemenuhan kebutuhan yang akan datang; 

16. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan 

pelaporan barang milik daerah Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

17. lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan 
hasil pendataan barang milik daerah Kabupaten Kolaka Utara; 

18. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada 

data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu 

untuk memperoleh nilai barang milik daerah. 

19. Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya be rad a 

pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya 

dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya 

\ , 

.. 

' 
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Pelaksanaan kegiatan inventarisasi, dilakukan 2 (dua) tahap kegiatan sebagai berikut: 

1) Tahap Persiapan. 

(a) Pembentukan Tim Teknis lnventarisasi Barang Milik Daerah (Technical Team 
lnventarisasi); 

(b) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah; 

(c) Penataran Petugas Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah (Sosialisasi 

Petunjuk Teknis lnventarisasi Barang Milik Daerah); 

(d) Menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Pelaksanaan serta peralatan yang 
diperlukan. 

(e) Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah. 
2) Tahap Pelaksanaan. 

(a) Penyampaian formulir kepada Unip Pengelola Barang (UPB) di lingkungan 

j· Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; 

(b) Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah pada masing masing SKPD/Unit 
Kerja dengan mengisi KIB dan KIR; 

(c) Penyelesaian hasil inventarisasi barang milik daerah dengan menyampaikan buku 
inventaris oleh unit kerja/unit pengelola barang (UPB) secara berjenjang; 

(d) Pembuatan Daftar Rekapitulasi oleh unit/Satuan Kerja; 

(e) Mengawasi dan mengevaluasi hasil inventarisasi barang milik daerah pada 

SKPD/Unit Kerja; 

(f) Membuat Buku lnduk lnventaris Kabupaterl Kolaka Utara; 

(g) Melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah 

dilingkungan pemerintah kabupaten kolaka utara tahun 2013 kepada Bupati Kolaka 
Utara. 

• 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 

Tahapan Pelaksanaan 

2. Azas fleksibilitas yaitu dapat dilaksanakan terhadap seluruh barang dan dapat 

menampung semua data barang yang diperlukan serta dapat dilaksanakan dengan 

mudah oleh semua petugas; 

3. Azas efisiensi dan efektifitas yaitu dapat menghemat bahan dan peralatan, waktu, 

tenaga dan biaya yang diperlukan serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan. 

4. Azas konstinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan dapat 

dipergunakan secara berkelanjutan untuk menyusun rencana kebutuhan, pemanfaatan 

dan pelaporan barang daerah secara sistematis, transparan dan bertanggungjawab. 

5. Azas Kepercayaan yaitu data dan informasi hasil inventarisasi barang oleh Unit 

Pengelola Barang (UPB) dapat diyakini benar dan valid. 

" 

' . ' f 
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(1) Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kolaka Utara Tahun 2014 dilakukan dengan metodologi kombinasi inventarisasi total 

dan mutasi yaitu melakukan pencacahan terlebih dahulu terhadap seluruh barang 

inventaris sesuai kondisi yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan pencocokan 
' 

dengan data inventaris per 31 Desember Tahun 2013 sebagai data pembanding. 

(2) Prosedur pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah dilakukan sebagai berikut: 
a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan 

Kartu lnventaris Barang ( KIB ) yang terdiri dari KIB : A, B, C, D, E dan F kepada 

seluruh Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kolaka Utara per 31 

Desember tahun 2013 sebagat data awal untuk melakukan lnventarisasi Barang Milik 

Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing. 

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja mencocokan dan mengoreksi data 

barang inventaris berdasarkan keadaan barang sebenarnya; 

c. Setelah dikoreksi dan ditandatangani oleh pengurus barang dan pimpinan Unit 

/SKPD di copy masing - masing 1 lembar disampaikan kepada Tim Teknis 

lnventarisasi Barang Milik Daerah; 

d. Tim Teknis lnventarisasi Barang Milik Daerah melakukan evaluasi dan pencocokan 

data barang dengan kenyataan fisik dilapangan. 

e. Hasil evaluasi tersebut dimasukan dalam Buku lnventaris yang merupakan hasil 

lnventarisasi Barang Milik Daerah masing - masing unit/SKPD dan dibuat Rekapitulasi 
per golongan, (01 s/d 06) bidang barang (01 s/d 19); 

f. Tim Teknis lnventarisasi Barang Milik Daerah menghimpun Data Barang Hasil 

lnventarisasi kedalam Aplikasi SIMDA BMD; 

g. Hasi Komputerisasi tersebut diterbitkan Buku lnventaris Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang baru dan merupakan hasil lnventarisasi Barang Milik Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014; 

h. Buku lnventaris Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut didistribusikan oleh Tim 

Teknis lnventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ke 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja untuk ditanda tangani Pengurus 

Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja yang bersangkutan, 

selanjutnya satu eksemplar dikembalikan kepada Tim Teknis lnventarisasi Barang 
Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 

I. Tim Teknis lnventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Kolaka Utara 

mengkompilasi Buku lnventaris Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Buku lnduk 
lnventaris Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Hasil lnventarisasi; 

Pasal 5 

Bagian Keempat 

Metode dan Prosedur 

' . 

• 

I 

• 
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Mekanisme pelaksanaan pengumpulan data lnventarisasi Barang Milik Daerah dimulai dari 

satuan kerja terendah secara berjenjang. Semua pengguna/kuasa pengguna melaksanakan 
lnventarisasi Barang Milik Daerah dengan tahapan dimulai dari Satuan Kerja/Sub Unit 

terendah sebagai berikut: 
1 ) Kelurahan 

Setiap Kelurahan mengisi : 

a) Kartu lnventaris Barang (KIB) 

KlB A: Tanah 

KIB B: Mesin dan Peralatan 

KlB C : Gedung dan Bangunan 
KID D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 
KIB E : Aset Tetap Lainnya 

.. 

Pasal 6 

Bagian Kelima 

Mekanisme 

• 

j. Tim Teknis lnventarisasi (Technical Team lnventarisasi) Barang Pemerintah 

Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan Laporan Hasil lnventarisasi Barang Milik 

Daerah tahun 2013 kepada Bupati Kolaka Utara; 

(3) Barang yang diinventarisasi adalah seluruh barang milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten 

Kolaka Utara Yaitu Barang milik/dikuasai Daerah yang berada pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerjanya; 

(4) Barang persediaan dalam Gudang lnduk maupun Gudang Unit tidak termasuk dalam 

lnventarisasi Barang Daerah; 

(5) Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil inventarisasi barang milik daerah dimaksud 

diatas, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara membuat Buku lnduk lnventaris yang 

meliputi seluruh barang milik/ dikuasai Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; 

I' (6) Seluruh Barang lnventaris Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Pengurus Barang harus 

dicocokkan dan dicatat dengan lengkap sesuai dengan keadaan barang pada saat itu 

dalam bentuk: 

1. Kartu tnventaris Ruangan (KIR); 

2. Kartu lnventaris Barang (KIB) yang terdiri dari: 
a. KIB A: Tanah 

b. KIB B : Peralatan dan Mesin 

c. KIB C: Gedung dan Bangunan 

d. KIB D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 

e. Kl~ E: Aset Tetap Lainnya 

f. KIB F: Konstruksi dalam pengerjaan 

3. Buku lnventaris Barang. 

• 

7 
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2) Kecamatan. 

Setiap Camat mengisi : 

a) Kartu lnventaris Barang (KIB). 

KIB A: Tanah 

KIB B : Mesin dan Peralatan 

Kl B C : Gedung dan Bangunan 

KID D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 

KIB E : Aset Tetap Lainnya 

KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan 

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua). 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing­ 

masing. 

c) Buku lnventaris barang yang berada di Kecamatan yang bersangkutan dalam 

rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dengan Buku 

lnventaris dari sernua Satuan Kerjanya (Kelurahan) menjadi Buku lnventaris 

Kecamatan. Dari Buku lnventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya. 

Lembar ke 3 disimpan di Kantor Camat sebagai arsip (Buku lnventaris Kecamatan), 

sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirimkanidisampaikan ke Kabupaten melalui 

pengelola/ pembantu pengelola. 

3) Sekolah Negeri (SDN/SLTP, SMU). 

Setiap Kepala SON Satuan Kerja mengisi : 

a) Kartulnventaris Barang KlB): 

KIB A: Tanah 

KIB B : Mesin dan Peralatan 

KIB C: Gedung dan Bangunan 

KID D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 

KIBE: Aset Tetap Lainnya 

KIB F:Konstruksi dalam Pengerjaan sesuai dengan petunjuk pengisian KIB 
masing-masing rangkap 2 {dua). 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan 
masing-masing. 

c) Buku lnventaris barang yang berada di SDN yang bersangkutan dalam rangkap 5 

KIB F: Konstruksi dalam Pengerjaan 

Sesuai dengan petunjuk pengisian KlB, masingmasing rangkap 2 (dua). 
b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing­ 

masing . 

c) Buku lnventaris Barang milik daerah yang berada pada Kelurahan yang 

bersangkutan rangkap 4 (empat) dan setelah diisi lembar ke-4 disimpan di 

Kelurahan sebagai arsip (Buku lnventaris Kelurahan), sedangkan lembar ke-I s/ d 3 

disampaikan/ dikirimkan ke Kecamatan. 

.. 

• 

' 
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5) Pengguna barang (SKPD). 

Setiap SKPD mengisi : 

a) Kartu lnventaris Barang (KIB). 

KIB A : Tanah 

KIB B : Mesin dan Peralatan 

KIB C : Gedung dan Bangunan 

KIB D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 

KIBE : Aset Tetap Lainnya 

KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan 

sesuai dengan petunuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua). 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing­ 
masing. 

c) Buku lnventaris barang yang berada di SKPD yang bersangkutan dalam rangkap 4, 

kemudian menggabungkan dengan Buku lnventaris dari semua kuasa 

pengguna/UPTD menjadi buku lnventaris SKPD. Dari Buku lnventaris dimaksud 
harus dibuatkan Rekapitulasinya. 

lembar ke 4 disimpan di SKPD sebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 s/d 3 
dikirimkan/disampaikan ke pengelola. 

I' 
I 

4) Kuasa pengguna atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Setiap kuasa pengguna atau Unit Pelaksana Teknis Daerah mengisi : 
a) Kartu lnventaris Barang (KIB) . 

KIB A: Tanah 

KIB B : Mesin dari Peralatan 

KIB C: Gedung dan Bangunan 

KID D : Jalan, lrigasi dan Jaringan KIB E : Aset Tetap Lainnya 

KIB F: Konstruksi dalam Pengerjaan 
Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua). 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing­ 
masing. 

c) Buku lnventaris barang yang berada di kuasai pengguna atau Unit Pelaksana 
Tekhnis Daerah yang bersangkutan dalam rangkap 4 dan setelah diisi, kemudian 

menggabungkan dengan Buku lnventaris dari semua Satuan Kerjanya menjadi Buku 

lnventaris kuasa pengguna (UPTD). Dari Buku lnventaris dimaksud harus dibuatkan 

Rekapitutast. 

Lembar ke 4 disimpan di kuasai pengguna/UPTD sebagai arsip, sedangkan lembar 

ke 1 s/d 3 dikirim/disampaikan ke SKPD yang bersangkutan. 

(lima), lembar ke-5 pada SDN/Satuan Kerja yang bersangkutan sebagai arsip 

(Buku lnventaris SDN/Satuan Kerja). Sedangkan lembar ke 1 s/d 4 

dikirimkan/ disampaikan ke kuasa pengguna. 

• 

• 

I 

' 
, . .I 
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7) Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 

Setiap Sekretarlat daerah mengisi : 

a) Kartu lnventaris Barang (KIB). 

KIB A: Tanah 

KIB B : Mesin dan Peralatan 

KIB C : Gedung dan Bangunan 

KID D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 

KIB E: Aset Tetap Lainnya 
KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan 

sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-msing dalam rangkap 2 (dua). 

b) Kartu lnve~tarls Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing­ 
masing. 

c) Buku lnventarls barang yang berada pada unit Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kolaka Utara dalam rangkap 3 (tiga) dan setelah dtisi, kemudian 

menggabungkannya dengan Buku lnventaris dari semua kuasa pengguna Unit kerja 

menjadi Buku lnventaris Sekretariat Daerah. Buku lnventaris Sekretariat Daerah 
dimaksud dibuatkan Rekapitulasi. 

Lembar ke 2 (tiga) disimpan di pengelola, sedangkan lembar ke 1 dikiriml 
disampaikan ke Kepata· Daerah. 

• 

6) Kuasa pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Setiap Kuasa 

pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara mengisi 

a) Kartu lnventarls Barang (KIB) : 

KIB A: Tanah 

KIB B: Peralatan dan Mesin 
KIB C : Gedung dan Bangunan 

KlB D : Jalan, lrlgasi dan Jarlngan 

KIB E : Aset Tetap Lainnya 

KIB F: Konstruksi dalam Pengerjaan 
sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing dalam rangkap 2 (dua). 

b) Kartu lnventarls Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing­ 

masing. 

c) Buku Inventaris barang yang berada di kuasai pengguna Unit Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kolaka Utara dalam rangkap 3 (tiga ) barang-barang yang ada pada 

Sekretarlat Daerah dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dari semua 

Satuan Kerja /Sub Unit Sekretarlat Daerah, Lembar ke 3 (tiga) disimpan di Unit 

Sekretarlat Daerah sebagai arsip (Buku lnventaris Unit . Sekretariat Daerah), 

sedangkan lembar ke 1 dan 2 dikirlmkan/disampaikan ke Pengelola/pembantu 

Pengelola . 

• 

10 
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Agar lnventarisasi Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan secara 

global sebagai berikut: 

1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten 

Kolaka Utara Tahun 2014, 28 April s/d 29 April 2014; 

2. Pembekalan petugas inveritarisasi barang milik daerah (Sosialisasi Peraturan Bupati 

Kolaka Utara No. Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014) Tanggal 1 Mei 
s/d 2 Mei 2014; 

3. Penyampaian Data Bahan lnventarisasi oleh Tim Tekhnis, Tanggal 1 Mei s/d 2 Mei 2014; 

4. Monitoring pelaksanaan inventarisasi/Pengisian Formulir dan Kartu lnventaris Barang 

tanggal 5 Mei s/d 30 Mei 2014; 

5. Pengumpulan hasil isian formulir dan kartu kepada tim teknis, 2 Juni - 6 juni 2014; 

6. Evaluasi/pencocokan data hasil inventarisasi dengan data administrasi barang di 

sekretariat oleh Tim Teknis 9 Juni - 15 Juni 2014; 

7. lnventarisasi Aset/Barang Milik Daerah oleh tim teknis dan pengurus barang tanggal 16 
Juni s/d 26 Oktober 2014; 

8. Penyusunan tapaoran Hasil lnventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2014; tanggal 27 
Oktober s/d 30 Oktober 2014; 

9. Penyampaian Laporan Hasil lnventarisasi kepada Bupati Kolaka Utara tanggal 31 
Oktober 2014. 

Pasal 7 

Bagian Ketujuh 

Jadwal Pelaksanaan 

1· 
I 

I 

8) Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 

a) Menerima Buku lnventaris dari semua SKPD (termasuk Satuan Kerjanya) dalam 
rangkap 2 (dua), dan 

b) Menerima Buku lnventaris dari Unit/ Satuan Kerja Sekretariat Daerah (termasuk 

kuasa pengguna). Dalam rangkap 2 (dua). 

c) Buku-buku lnventaris tersebut dikompilasi pengelola/pembantu pengelola 

sebagai pusat lnventarisasi, maka diperoleh Buku lnduk lnventaris Barang Daerah 

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 2 rangkap ke 1 (satu) asli disimpan 

di Kabupaten Kolaka Utara ke 2 (dua) dikirim /disampaikan ke Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tenggara; 

d) Buku lnduk lnventaris Barang Kabupaten Kolaka Utara dibuat daftar Rekapitulasi 

lnduk untuk menggambarkan jumlah barang; 

I 

I 



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
I TAHUN 2014 NOMOR . 

Drs. ISKANDAR. MM 
Pembina Utama Muda Gol IV I c 
NIP 19580520 198601 1 001 

SEKRETARIS DAERAH, 

2014 
Diundangkan di Lasusua 
pada tanggal f 

Ditetapkan di Lasusua 
al A ril 2014 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 

• 
Pasal 8 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

12 
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lnventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2014 dilaksanakan untuk memperoleh data yang 

lengkap seluruh kekayaan dalam bentuk Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 

lnventarisasi Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan barang daerah 
dengan memperhatikan : 

1. Azas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang 

pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, 

pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang dan 
tanggungjawab masing-masing. 

2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan 
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-'undangan. 

1· 

I 
I 

B. Azas Pengelolaan Barang Milik Daerah 
I 

I. PENDAHULUAN 

A. Maksud dan Tujuan 

Untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta 

akurat (Up todate ), maka dipandang perlu melakukan inventarisasi barang milik daerah. 

Sebagai pedoman Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah perlu disusun Petunjuk 

Teknis Pelaksanaannya agar dijadikan pegangan yang tepat dan jelas bagi para pelaksana 

inventarisasi barang milik daerah sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Adapun yang dimaksud dengan lnventarisasi Barang Milik Daerah adalah mengakuratkan 

pelaksanaan pencatatan semua barang inventaris milik/yang dikuasai Pemerintah 

Kabupaten Kolaka Utara dengan cara pencocokan data yang ada dalam Buku lnventaris 

dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang - barang yang belum 

tercatat, serta melakukan Verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci 

sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tujuan yang ingin dicapai dari inventarisasi 

barang milik daerah ini adalah untuk memperoleh data Kekayaan Pemerintah Kabupaten 

Kolaka Utara sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan, 

penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, 

pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan I pemanfaatan dan 

pengamanan, maka setiap Unit/Satuan Kerja sebagai pengelola/pemakai harus dan 

mengetahui secara pasti keberadaan dan status pemiliknya sekaligus dapat mengevaluasi 

hasil - hasil pembangunan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang telah dilaksanakan 

selama kurun waktu 10 tahun terakhir. 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 
DI LINGKUNGAH PEMERIHTAH KABUPATEH KOI..AKA UTARA 

TAHUN 2014 

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
NOMOR TAHUN 2014 
TANGGAL: APRIL 2014 

I 

.1 . 

• 

• 
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2) Tahap Pelaksanaan. 

(a) Penyampaian formulir dan bahan Unit Pengelola Barang (UPB); 

(b) Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah oleh masing-masing Unit Pengelola 

Barang dengan mengisi KLB dan KIR; 

(c) Penyelesaian hasil inventarisasi barang milik daerah dengan menyampaikan buku 

inventaris oleh UPB secara berjenjang; 

(d) Mengawasi pan mengevaluasi hasil inventarisasi barang milik daerah; 

(e) Membuat Buku lnduk lnventaris Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 

(f) Melaporkan hasil inventarisasi barang Pemerintah Kabupaten Kolaka 

Utara kepada Bupati Kolaka Utara . 

I C. Tahapan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan lnventarisasi Barang Milik Daerah, dilakukan 2 (dua) tahap kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Tahap Persiapan. 

(a) Pembentukan Panitia lnventarisasi Barang Milik Daerah; 

(b) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah; 

(c) Penataran Petugas Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah; 

(d) Menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Pelaksanaan serta peralatan yang 

diperlukan. 

(e) Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah 

3. Az.as transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus 

transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. 

4. Az.as efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik 

daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam 

rangka menunjang penyelenggaran tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara 

optimal. 

5. Az.as akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 
6. Az.as kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh 

adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah. 

1· 

I 

• 



lnventarisasi Barang Milik Daerah masing - masing unit/SKPD dan dibuat 

Rekapitulasi per golongan, (01 s/ d 06) bi dang barang (01 s/ d 19) selanj utnya 

dikirim kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk dihimpun serta dibuat Buku lnduk Hasil 
lnventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 

1· 
E. Metode dan Prosedur 

1. Metode 

Agar pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah tercapai sesuai dengan yang 
diharapkan, maka lnventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2014 dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara 

menyampaikan Kartu lnventaris Barang ( KIB ) yang terdiri dari KIB : A, B, C, D, E 

dan F kepada seluruh Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 

Kolaka Utara untuk diisi dengan data awal dari KIB Unit/SKPD yang sudah ada 

ditambah barang - barang yang belum tercatat dalarn kelompok KIB-nya yang 

diperoleh dari pengadaan baru, mutasi dari unit lain akibat penggabungan SKPD 

ataupun yang diperoleh dari limpahan eks. Kantor Cabang Dinas Propinsi yang 

menjadi Dinas Kabupaten berdasarkan bukti penyerahan yang ada. 

b. Setelah diisi dan ditandatangani oleh pengurus barang dan pimpinan Unit /SKPD di 

copy masing - masing 1 lembar disampaikan kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka Utara 

sebagai bahan evaluasi dan pencocokan data barang dengan kenyataan fisik 
dilapangan. 

c. Hasil evaluasi tersebut dimasukan dalam Buku lnventaris yang merupakan hasil 
"' 

D. Jadwal Pelaksanaan 

Agar inventarisasi barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh Unit/Satuan 
Kerja, maka perlu disusun jadwal pelaksanaan inventarisasi secara global yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten 

Kolaka Utara Tahun, 28 April s/d 30 April 2014; 

2. Pembekalan petugas inventarisasi barang milik daerah Sosialisasi Petunjuk Tekhnis 

Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Tanggal 5 
Mei s/d 6 Mei 2014; 

3. Penghimpunan Data Bahan lnventarisasi oleh Tim Tekhnis, Tanggal 7 Mei s/d 9 Mei 

2014; 

4. lnventarisasi B-Prang MHik Daerah, tanggal 12 Mei s/ d 12 Oktober 2014; 

5. Penyusunan Laporan Hasil lnventarisasi, tanggal 13 Oktober s/ d 19 Oktober 2014; 

6. Penyampaian Laporan Hasil lnventarisasi kepada Bupati Kolaka Utara, tanggal 20 

Oktober 2014. 

• 

15 
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3. Prosedur 

1) Tim Teknis lnventarisasi menyampaikan Kartu lnventaris Barang ( KIB ) dan bahan 

lnventarisasi lainnya ke seluruh UPB. 

2) Pengurus barang pada UPB selaku bagian dari Tim lnventarisasi Barang Milik 

Daerah setelah menerima formulir KIB dan KIR segera melakukan : 

a. Pengisian form/Mencocokan/memperbaiki Kode Lokasi Unit/SKPD sesuai 

dengan tabel kode Lokasi dan kode barang yang baru; 

b. Mencocokan/meneliti dan mengoreksi data barang yang tercantum dalam 

data lama dengan kenyataan fisik barang yang sebenarnya; 

c. Apabila barang yang tercatat dalam Kartu lnventaris Barang, sesuai dengan 

fisik barangnya, beri tanda contary ( f ) pada nomor urut dalam KIB tersebut. 

d. Apabila terdapat barang yang belum tercatat dalam KIB, maka barang tersebut 

dicatat dalam formulir (Buku lnventaris), kemudian dipindahkan ke dalam KIB 

masing - masing dan KIR berdasarkan lokasi barang yang bersangkutan; 

e. Apabila terdapat barang yang tidak sesuai antara catatan dengan kenyataan, 

maka Kartu lnventaris Barang dikoreksi dengan cara mencoret dengan tinta 

merah dari data yang tercantum dan data barang dimaksud dipindahkan dalam 

catatan barang - barang yang diusulkan untuk diproses lebih lanjut 
(Penghapusan/Tuntutan ganti rugi); 

f. Setiap coretan harus diparaf pengurus barang yang bersangkutan dan diberi 
tanggal; 

g. Mengisi KIB Baru dengan cara memindahkan data dari KIB lama yang telah 

dikoreksi/diteliti, ditambah dengan data baru yang belum tercatat 

sebelumnya dan dikurangi dengan barang - barang yang sudah diserahkan; 
h. Melaporkan data barang yang ada dalam data, tetapi barang tidak 

diketemukan dengan dilampiri data barang (KIB) yang telah dikoreksi/diteliti 

dengan tanda coretan dan tinta merah dan telah diparaf oleh pengurus barang 
yang bersangkutan; 

\ 

2. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup lnventarisasi adalah seluruh barang - barang lnventaris Milik/yang 

dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari atau dikelompokan 

menjadi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Hasil Pengadaan Tahun 2004 

s/ d Tahun 2013 dan Penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil inventarisasi barang milik daerah 
dimaksudkan diatas, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara membuat Buku lnduk 

lnventaris dan Buku lnventaris yang meliputi seluruh Barang lnventaris milik/dikuasai 

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 

d. Tim Teknis lnventarisasi (Technical Team lnventarisasi) menyampaikan laporan 

hasil lnventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2014 kepada Bupati Kolaka Utara. 

• 
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F. Cara Pengisian Kartu dan Form 

Adapun tata cara pengisian kartu dan formulir lnventarisasi Barang Milik Daerah di 

Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut: 

1. Kartu lnventaris Ruangan ( KIR ), terdiri dari' 14 kolom, untuk mencatat semua barang 

inventaris setiap ruangan dan ditempatkan/ ditempelkan pada masing - masing 
ruangan. 

2. Kartu lnventaris Barang ( KIB ) A, Tanah, terdiri dari 14 kolom untuk mencatat khusus 

tanah. 

3. Kartu lnventaris Barang ( KIB ) B, Peralatan dan Mesin, terdiri dari 16 kolom untuk 

mencatat semua barang bergerak termasuk kendaraan roda 4 dan 2 dan barang 

inventaris lainya. 

4. Kartu lnventarts Barang ( KIB ) C, Gedung dan Bangunan terdiri dari 17 kolom untuk 

mencatat setiap bangunan gedung dan monument. 

5. Kartu lnventaris Barang ( KIB ) D, Jalan, lrigasi dan Jaringan terdiri dari 17 kolom 
untuk mencatat setiap jalan, dan jembatan, bangunan air I irigasi, instalasi dan 

jaringan . 

6. Kartu lnventaris Barang ( KIB ) E, Aset tetap lainnya, terdiri dari 16 kolom, untuk 

mencatat buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan I ternak dan 

tumbuh - tumbuhan dan sebagainya. 

7. Kartu lnventar.is Barang ( KIB) F, konstruksi dalam pengerjaan, terdiri dari 15 kolom 

untuk mencatat setiap barang dalam proses pengerjaan. 

8. Buku lnventaris digunakan untuk menyampaikan data barang secara keseluruhan dari 
unit I SKPD, terdiri dari 15 kolorn, terlebih dahulu disudut kiri atas diisikan nama SKPD 

Kabupaten/Kota, sedangkan disudut kanan atas diisikan nomor kode lokasi. 

9. Blangko I formulir rekapitulasi buku inventaris ( rekap hasil inventarisasi ) terdiri 

dari 7 kolom dipergunakan untuk mencatat jumlah barang hasil inventarisasi (buku 

inventaris ), dengan kata lain buku inventaris dibuat rekapnya. Setelah blangko I 

formulir tersebut diatas disi seluruhnya, maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan 

tanggal pencatatan dan ditandatangani pengurus barang dan sebelah kiri bawah 

diketahui dan ditandatangani oleh kepala unit I SKPD yang bersangkutan . 

i. Tim lnventarisasi Barang Milik Daerah akan melaksanakan evaluasi/pencocokan 

data (KIB A,B,C,D,E dan F) pada masing - masing satuan kerja/SKPD. 

.. 

• 



.. Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, dilaksanakan melalui tahap persiapan dan 

tahap pelaksanaan. 

Pada tahap persiapan, Bupati Kolaka Utara menetapkan juknis lnventarisasi Barang Milik 

Daerah yang disiapkan oleh pengelola, selanjutnya masing-masing SKPD melaksanakan 

pengisian KIB dan KIR dilingkungannya. Pelaksanaan pengisian KlB dan KIR tersebut 

dilaksanakan sekaligus dengan penulisan Nomor Kode Lokasi dan Kode Barang pada 

masing-masing barangnya sebelum pelaksanaan inventarisasi. KIR dan KIB dimaksud 

J' merupakan data pendukung utama pada saat pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik 

Daerah dimaksud. 

Dalam tahap .petaksanaan inventarisasi barang milik daerah, masing-masing 

pengguna/kuasa pengguna harus melaksanakan pengisian formulir Buku lnventaris. 

Tahap persiapan dan pelaksanaan lnventarisasi Barang Daerah, yang akan diuraikan 

dibawah ini meliputi mekanisme dan pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah 

sebagai berikut: 

1. Mekanisme: 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data lnventarisasi Barang Daerah dimulai dari 

satuan kerja terendah secara berjenjang. 

Semua pengguna/kuasa pengguna, baik Provinsi! Kabupaten/Kota, melaksanakan 

lnventarisasi Barang Milik Daerah dengan tahapan dimulai dari Satuan Kerja/Sub U~it 

terendah sebagai berikut: 

1 ) Kelurahan 

Setiap Kelurahan mengisi : 

a) Kartu lnventaris Barang (KIB) 

• KlB A: Tanah 

• KIB B : Mesin dan Peralatan 

• KlB C : Gedung dan Bangunan 

• KID ,D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 

• KIBE: Aset Tetap Lainnya 

• KIB F: Konstruksi dalam Pengerjaan 

Sesuai dengan petunjuk pengisian KlB, masing-masing rangkap 2 {dua). 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan 
masing-masing. 

c) Buku lnventaris Barang Milik Daerah yang berada pada Kelurahan yang 

bersangkutan rangkap 4 (empat) dan setelah diisi lembar ke-4 disimpan di 

Kelurahan sebagai arsip (Buku lnventaris Kelurahan), sedangkan lembar ke-t 

sf d 3 disampaikan/ dikirimkan ke Kecamatan. 

d) Buku lnventaris Kelurahan, yaitu Buku lnventaris Barang Milik Daerah sebanyak 4 
rangkap. 

• 

Il. PELAKSANAAN 
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3) Sekolah Negeri (SDN/SLTP, SMU). 

Setiap Kepala SON Satuan Kerja mengisi : 

a) Kartu lnventaris Barang KlB): 

• KIB A : Tanah 

• KIB B : Mesin dan Peralatan 

• KIB C : Gedung dan Bangunan 

• KID D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 

• KIBE: Aset Tetap Lainnya 

• KIB F:Konstruksi dalam Pengerjaan 

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua). 

b) Kartu luventaris Rl.Jangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan 

masing-masing. 

c) Buku lnventaris barang yang berada di SON yang bersangkutan dalam rangkap 5 

(Lima), lembar ke-S pada SDN/Satuan Kerja yang bersangkutan sebagai arsip 

(Buku lnventaris SDN/Satuan Kerja). Sedangkan lembar ke 1 s/d 4 
dikirimkan/disampaikan ke kuasa pengguna. 

d) Buku tnyentarts SON, yaitu Buku lnventaris Barang 

Milik Daerah sebanyak 5 rangkap. 

2) Kecamatan. 
Setiap Camat mengisi : 

a) Kartu lnventaris Barang (KIB). 

• KIB A : Tanah 

• KIB B : Mesin dan Peralatan 

• KIB C : Gedung dan Bangunan 

• KID D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 

•KIBE: Aset Tetap Lainnya 

• KIB F: Konstruksi dalam Pengerjaan 
Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua). 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan 

masing-masing. 

c) Buku lnventaris barang yang berada di Kecamatan yang bersangkutan dalam 

rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dengan Buku 

lnventaris dari semua Satuan Kerjanya (Kelurahan) menjadi Buku lnventaris 

Kecarnatan. Dari Buku lnventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya. 

Lembar ke 3 disimpan di Kantor Camat sebagai arsip (Buku lnventaris 

Kecamatan), sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirimkan/disampaikan ke Sekretaris 

Daerah cq. Kepala BPKAD Kabupaten Kolaka Utara. 

d) Buku lnventaris Kecamatan, yaitu Buku lnventaris Barang Milik Daerah sebanyak 3 
rangkap. 

I' 
I 
I 

.. 
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sesuai dengan petunuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua). 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan 
masing-masing. 

c) Buku lnventaris barang yang berada di SKDP yang bersangkutan dalam rangkap 4 

dan setelah diisi, kemudian menggabungkan dengan Buku lnventaris dari semua 

kuasa pengguna/UPDT menjadi buku lnventaris SKDP. Dari Buku lnventaris 
dimaks~d harus dibuatkan Rekapitulasinya. 

Lembar ke 4 disimpan di SKPD sebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 s/ d 3 
dikirimkan/ disampaikan ke pengelola. 

: Mesin dan Peralatan 

: Gedung dan Bangunan 

: Jalan, lrigasi dan Jaringan 

: Aset Tetap Lainnya 

: Konstruksi dalam Pengerjaan 

• KIB B 

• KIB C 

• KIB D 

• KIBE 

• KIB F 

5) Pengguna barang (SKPD). 

Setiap SKPD mengisi 

a) Kartu lnventaris Barang (KIB). 

• KIB A : Tanah 

4) Kuasa pengguna atau unit pelaksana teknis Daerah. 

Setiap kuasa pengguna atau unit pelaksana teknis daerah mengisi : 

a) Kartu lnventaris Barang (KIB) . 

• KIB A: Tanah 

• KIB B : Mesin dari Peralatan 

• Kl B C : Gedung dan Bangunan 

• KID D : Jalan, lrigasi dan Jaringan KIB E : Aset Tetap Lainnya 

• KIB F: Konstruksi dalam Pengerjaan 

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua). 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan 

masing-masing. 

c) Buku lnventaris barang yang berada di kuasa pengguna atau unit pelaksana 
tekhnis yang bersangkutan dalam rangkap 4 dan setelah diisi, kemudian 

menggabungkan dengan Buku lnventaris dari semua Satuan Kerjanya menjadi 
't I, 4 

Buku lnventaris kuasa pengguna (UPDT). Dari Buku lnventaris dimaksud harus 

dibuatkan Rekapitulisasi. 

Lembar ke 4 disimpan di kuasa pengguna/UPDT sebagai arsip, sedangkan 

lembar ke 1 s/d 3 dikirim/disampaikan ke SKPD yang bersangkutan. 

d) Buku lnventaris kuasa pengguna/UPDT, yaitu Buku lnventaris Barang Milik 

Daerah sebanyak 4 rangkap . 

,. 

I 

I 

• 

• 

• I 

... 
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7) Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 

Sekretariat daerah mengisi : 

a) Kartu lnventaris Barang (KIB). 

• KIB A: Tanah 

• KIB B : Mesin dan Peralatan 

• KIB C : Gedung dan Bangunan 

• KID D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 

• KIBE: Aset Tetap Lainnya 

• KIB F: Konstruksi dalam Pengerjaan 

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-msing dalam rangkap 2 (dua). 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan 
masing-masing. 

c) Buku lnventaris barang yang berada pada unit sekretariat dalam rangkap 3 

(tiga) dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dengan Buku lnventaris 

dari semua kuasa pengguna Unit kerja menjadi Buku lnventaris Sekretariat 

Daerah. Bukubuku lnventaris Sekretariat Daerah dimaksud dibuatkan 
Rekapitulasi. 

6) Kuasa pengguna pada Sekretariat Daerah, Setiap Kuasa pengguna pada Sekretariat 

Daerah mengisi 
a) Kartu lnventaris Barang (KIB) : 

• KIB A: Tanah . 

• KIB B : Mesin dan Peralatan 

• KIB C : Gedung dan Bangunan 

• KLB D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 

• 'KIBE: Aset Tetap Lainnya 

• KIB F: Konstruksi dalarn Pengerjaan 

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing dalam rangkap dua. 

b) Kartu lnventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan 

masing-masing. 

c) Buku lnventaris barang yang berada di kuasa pengguna Unit Setda Kabupaten 

Kolaka Utara dalam rangkap 3 (tiga ) barang-barang yang ada pada Sekretariat 

Daerah dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dari semua Satuan Kerja 

/Sub Unit Setda, Lembar ke 3 (tiga) disimpan di Unit Setda sebagai arsip (Buku 
\ 

lnventaris Unit Setda), sedangkan lembar ke 1 dan 2 dikirimkan/disampaikan ke 

Pengelola/ pembantu Pengelola. 

d) Buku lnventaris Unit/Satuan Kerja Setda Kabupaten/Kota yakni Buku lnventaris 

Barang Milik Daerah sebanyak 3 rangkap. 

' 
d) Buku lnventaris SKPD, yakni Buku lnventaris Barang Milik Daerah sebanyak 3 

rangkap. 

I' 
I 

• 

.. 

I' 

.. 
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Nomor Kode Lokasi menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, 

Provinsi, Kabupaten/Kota, bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian 

barang. Nomor Kode Lokasi terdiri 14 digit atau lebih sesuai kebutuhan daerah. 

1) Nomor Kode urutan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah ~ 

2) Nomor: Kode urutan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah [I].~ 
3) Nomor Kode SKPD dibakukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan 

memperhatikan pengelompokkan bidang yang terdiri dari 22 bidang, yaitu: 

(1) Sekwan/DPRD; 

(2) Gubernur/Bupati/Walikota; 

(3) Wakil GUbernur/Bupati/Walikota; 

(4) Sekretariat Daerah; 

(5) Bidang Kimpraswil/PU; 

(6) Bidang Perhubungan; 

(7) Bidang Kesehatan; 
(8) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 

2. Kodefikasi 

Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik 

Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. 

Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan 

status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna. 

Dalam rangka kegiatan lnventarisasi, setiap barang daerah harus diberi nomor kode 

sebagai berikut : 

a) Nomor Kode Lokasi 
' 

Lembar ke 2 (tiga) disimpan di pengelola, sedangkan lembar ke 1 dikiriml 

disampaikan ke Kepala Daerah. 

d) Buku lnventaris Sekretariat Daerah, yakni Buku lnventaris Barang Milik Daerah 

sebanyak 2 rangkap. 

8) Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 

a) Menerima Buku lnventaris dari semua SKPD (termasuk Satuan Kerjanya) dalam 

rangkap 2 (dua), dan 

b) Menerima Buku lnventaris dari Unit Setda Kabupaten Kolaka Utara (termasuk 

kuasa pengguna). Dalam rangkap 2 (dua). 

Buku-buku lnventaris tersebut dikompilasi pengelola/pembantu pengelola 
sebagai pusat lnventarisasi, maka diperoleh Buku lnduk lnventaris Barang 

Milik Daerah sebanyak 2 rangkap, rangkap ke 1 (satu) asli disimpan di BPKAD 

Kabupaten Kolaka Utara ke 2 (dua) dikirim /disampaikan ke Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Buku lnduk lnventaris Barang Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dibuat daftar 

Rekapitulasi lnduk untuk menggambarkan jumlah barang Pemerintah 

Kabupaten Kolaka Utara, 
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Nomor Kode Lokasi menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, 
Provinsi, Kabupaten/Kota, bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian 

barang. Nomor Kode Lokasi terdiri 14 digit atau lebih sesuai kebutuhan daerah. 

1) Nomor Kode urutan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah [!] 
2) Nomor. Kode urutan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah [!].[?J 
3) Nomor Kode SKPD dibakukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan 

memperhatikan pengelompokkan bidang yang terdiri dari 22 bidang, yaitu: 
(1) Sekwan/DPRD; 

(2) Gubernur /Bupati /Walikota; 

(3) Wakil GUbernur/Bupati/Walikota; 
(4) Sekretariat Daerah; 

(5) Bidang Kimpraswil/PU; 

(6) Bidang Perhubungan; 
(7) Bidang Kesehatan; 

(8) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 

2. Kodefikasi 

Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik 

Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. 

Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan 

status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-rnasing pengguna. 

Dalam rangka kegiatan lnventarisasi, setiap barang daerah harus diberi nomor kode 

sebagai berikut : 

a) Nomor Kode Lokasi · 
I 

1· 

I 
I 

I 

Buku-buku lnventaris tersebut dikompilasi pengelola/pembantu pengelola 

sebagai pusat lnventarisasi, maka diperoleh Buku lnduk lnventaris Barang 

Milik Daerah sebanyak 2 rangkap, rangkap ke 1 (satu) asli disimpan di BPKAD 

Kabupaten Kolaka Utara ke 2 (dua) dikirim /disampaikan ke Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 
Buku lnduk lnventaris Barang Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dibuat daftar 

Rekapitulasi lnduk untuk menggambarkan jumlah barang Pemerintah 

Kabupaten Kolaka Utara, 

Lembar ke 2 (tiga) disimpan di pengelola, sedangkan lembar ke. 1 dikiriml 

disampaikan ke Kepala Daerah. 

d) Buku lnventaris Sekretariat Daerah, yakni Buku lnventaris Barang Milik Daerah 

sebanyak 2 rangkap. 

8) Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 

a) Menerima Buku lnventaris dari semua SKPD (termasuk Satuan Kerjanya) dalam 

rangkap 2 (dua), dan 

b) Menerima Buku lnventaris dari Unit Setda Kabupaten Kolaka Utara (termasuk 
kuasa pengguna). Dalam rangkap 2 (dua). 

I 

.. 

.. 



8) digit 7 dan 8, kode bidang 

Kode bidang ini merupakan pengelompokan Bidang Tugas yang terdiri dari 22 
bi dang. 

7) digit 5 dan 6, Kode Kabupaten/Kota 

Kabupaten/Kata yang berada dalam wtlayah suatu Provinsi diberi Nomor Kade 

mulai da~ Nomar 01 dan seterusnya sampai sejumlah Kabupaten/Kata dalam 

wilayah Provinsi tersebut. 
1 

Untuk nomor kade Kabupaten /Kota yang baru dibentuk dibakukan oleh 

Gubernur dengan mengikuti urutan sesuai lahirnya undang - undang 

Pembentukan Daerah Otonom baru dengan memperhatikan/mengikuti Nomor 

urut Kabupaten/Kota yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. 

6) digit 3 dan 4, Kode Provinsi. 

Provinsi diberi Nomor Kode mulai dari Namor 01 sampai dengan 33 (dstnya), 

sesuai dengan jumlah Provinsi yang ada. 

5) digit 1 dan 2, Kode komponen kepemilikan barang 

Penulisan kode komponen kepemilikan barang sebagai berikut : 

a. Barang milik Pemerintah Pusat dengan Nomor Kode 00 
b. Barang milik Pemerintah Daerah Provinsi dengan Nomar Kade 11 

c. Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Nomor Kade 12. 

(9.) Bidang Sosial; 

(10) Bidang Kependudukan; 

(11) Bidang Pertanian; 

(12) Bidang Perindustrian; 

(13) Bidang Pendapatan; 
(14) Bidang Pengawasan; 

(15) Bidang Perencanaan; 

(16) Bidang Lingkungan Hidup; 
(17) Bidang Pariwisata; 

(18) Bidang Kesatuan Bangsa; 

(19) Bidang Kepegawaian; 

(20) Bidang Penghubung; 

(21) Bidang Komunikasi, informasi dan dokumentasi; 

(22) Bidang BUMD. 

4) Kecarnatan diberi Nomor Kode mulai dari nomor urut 02 (Dua) sampai dengan 

16 sesuai jumlah kecamatan pada Kabupaten Kolaka Utara 

r 
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(5) Aset Tetap Lainnya 

(6) Konstruksi dalam Pengerjaan. 

2) Penggolongan barang terbagi atas Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan sub­ 
sub Kelompok/ Jenis Barang. 

3) Nomor Kode golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan Sub-Sub 

Kelompok/jenis barang sebagaimana tercantum dalam lampiran 41 Peraturan 
Menter, Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. 2 

4) Nomor kode barang terdiri atas 14 (ernpat belas) digit Yang tersusun berurutan 
_ke belakang dibawah suatu garis lurus sebagai berikut: 

Untuk mengetahui Nomor Kode Barang dari setiap jenis dengan cepat, perlu 2 
angka di depan/dicari Nomor Kode Golongan Barangnya, kemudian baru dicari 

(4) Jalan,lrigasi dan Jaringan 

(3) Gedung dan Bangunan 

(2) Mesin dan Peralatan 

b) Nomor Kode Barang 

1) Nomor Kode barang diklasifikasikan ke dalam 6 (golongan) yaitu: 
(1) Tanah 

11) Digit 13 dan 14, Kode Sub Unit/Satuan Kerja. 

Kode Sub Unit/Satuan Kerja untuk masing-masing SKPD diberi Nomor urut Kade 

sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari Nomor 01 dan 

seterusnya sampai sejumlah sub Unit/Satuan Kerja dalam SKPD 

tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

10) Digit 11 dan 12, Tahun Pembelian/Pengadaan/ Pembangunan. 

Nomor Kode Tahun pembelian/pengadaan barang dituliskan 2 angka terakhir 

(misalnya tahun pembelian/perolehan 1997, maka ditulis Nomor Kodenya 97, 

tahun pembelian/perolehan tahun 2002 ditulis 02 tahun 2005 ditulis 05 dan 
seterusnya. 

Barang, yang tidak diketahui Tahun Pembelian/Perolehannya, supaya 

dibandingkan dengan barang yang sama, sejenis, type, merk, bahan, cc dsb dan 

penetapan prakiraan tahun tersebut ditetapkan oleh Pengurus barang. 

Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

masing-masing di unit/SKPD kode urut nomor Penetapan 

9) Digit 9 dan 10, kode SKPD. 

Kode Unit merupakan penjabaran dari Bidang Tugas kepada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) sesuai struktur organisasi di masing masing Daerah 

Provinsi/ Kabupaten/Kota. 

I' 
i " 

. ., 
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11121121111016117181191101111112111311411s116111j 
1 2 3 4 5 6 7 

Keterangan: 

1. Kode komponen Kepemitikan 2 digit 
2. Kode Provinsi 2 digit 

NOMOR KODE LOKASI 

a. Nomor kode lokasi tidak hanya menggambarkan I menjelaskan dimana barang 

tersebut berada tetapi juga menggambarkan status pemilikan barang unit dan sub 

unit I UPTD serta tahun pembelian I perolehan barang. 

b. Nomor kode tersebut terdiri dari atas 7 kelompok dengan 17 angka I digit dituliskan 
berurutan kebelakang diatas sebuah garis lurus. 

2) CARA PENGGUNAAN NOMOR 

Sasaran dari lnventarisasi Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah 

Kabupaten Kolaka Utara yang berasal dari APBD dan Perolehan Lainnya yang sah. 

Dalam rangka kegiatan inventarisasi barang milik daerah maka setiap barang tersebut 

diatas diberikan Nomor Kode yang terdiri dari : 

1. Nomor kode lokasi 

2. Norn or kode barang 

' KODE KABUPATEN : Untuk Nomor Kode Kabupaten Kolaka Utara dengan Nomor 
I 

Kode ( 12 ) · 

c) Nomor Register 
Nomor register merupakan nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan 
terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan sama, besaran harganya sama seperti 

meja dan kursi jumlahnya 150, maka pencatatannya dapat dilakukan dalam suatu 

format pencatatan dalam lajur register, ditulis: 0001 s/ d 0150. 

Nomor urut pencatatan untuk setiap barang yang spesifikasi, type, merk, jenis 

berbeda, maka nomor registernya dicatat tersendiri untuk masing-masing barang. 

1) KODE KEPEMILIKAN 

1. Ba rang milik Pemerintah Provinsi dengan Nomor I Kode Ba rang ( 21 ) 

2. Barang milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ( 12 ) 

3. Barang Milik Departemen/Lembaga lain yang ada dan dipergunakan oleh pemerintah 

daerah dengan Nomor/Kode Komponen Barang 00 ( Apabila belum dicatat/ 

diinventarisir oleh Departernen/Lernbaga yang bersangkutan ) 

KODE PROPINSI : Untuk Nomor Kode Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor 

Kode (21 ). 

Nomor Kode Bidang, Nomor Kode Kelompok, Nomor Kode Sub Kelompok, Nomor 

Kode S.ub-Sub Kelompok/jenis barang dimaksud. 

• 

t .. .... ~ 
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Cara penulisan : 

02.06.02.01.11.0008 
Untuk mengetahui Nomor Kode barang dari setiap jenis dengan cepat perlu 2 angka 

didepan/ dicari nomor Golongan Barangnya kemudian baru dicari Nomor Kode Bidang 
Barang, Nomor kode kelompok barang, Nomor Kode Sub Kelompok barang, dan sub - 

sub kelompok barang (langsung mencari nomor kode barang dimaksud ) . 

Keterangan : . 

1. Peralatan:dan Mesin 

2. Kode Bidang Barang (Alat Kantor Rumah Tangga) 

3. Kode Kelompok Barang (Alat Rumah Tangga) 

4. Kode Sub Kelompok Barang (Mebelair) 

5. Kode Sub - sub Kelompok Barang (Meja Tulis) 

6. Nomor Register I Nomor urut barang (0008) 

6 5 1 2 3 4 

1. 

4. Kode Sub Kelompok Barang 2 digit 

5. Kode Sub - sub Kelompok Barang 2 digit 

6. Nomor Register I Nomor urut barang 6 digit 

CONTOH KODE BARANG : Meja tulis ( Meja tl.Jlis yang kedelapan ) 

111110 0 0 8 

I' 

Keterangan : 

1. Kode Golongan Barang 2 digit 

2. Kode Bidang Barang 2 digit 

3. Kode Kelompok Barang 2 digit 

I 1 I 2 I I 3 I 4 I 15161 I 1181 I 9 I 1° I I 11 I 12 I 13 I 14 I 
1 2 3 4 5 6 

NOMOR KODE BARANG 

a. Nomor kode barang menggambarkan golongan, bidang barang, kelompok barang, 
sub kelompok barang , sub - sub kelompok barang I jenis barang 

b. Nomor kode barang terdiri atas 6 kelompok dengan 14 angka I digit tersusun 

berurutan kebelakang dibawah garis lurus, sebagai berikut : 

: 

3. Kode Kab~paten/Kota 2 digit 

4 Kode Bidang Tugas 2 digit 

5 Kode Unit Bidang/SKPD 2 digit 

6. Kode Tahun Pembelian I Perolehan 2 digit 

7 Kode Sub Unit I UPTD I Cab. Dinas/kode 5 digit 

26 
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4 Kode Bidang Tugas (Kesehatan) 

5 Kode Unit Bidang (Dinas Kesehatan) 

6. Kode Tahun Pembelian I Perolehan (2005) 

5 6 7 1 2 3 4 
Keterangan: 

1. Kode komponen (KepemWkan Provinsi) 

2. Kode Provinsi (Sulawesi Tenggara) 

3. Kode Kabupaten/Kota (Kolaka Utara) 

I' CONTOH Ill: Barang (pembelian tahun 2005) milik Provinsi Sulawesi Tenggara pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara dipergunakan oleh Puskesmas Wawo 

3. Kode Kabupaten/Kota (Kolaka Utara) 

4 Kode Bidang Tugas (Kecamatan) 

5 Kode Unit Bidang (Kecamatan Lasusua) 

6. Kode Tahun Pembelian I Perolehan (2008) 

7 Kode Sub Unit I UPTD I Cab. Dinas/kode (Seksi Pemerintahan) 

Cara penulisan : 

12 21 06 so o~ 08 02000 

5 6 7 1 2 3 4 
Keterangan: 

1. Kode komponen (Kepemilikan Kabupaten) 

2. Kode Provinsi (Sulawesi Tenggara) 

. • 

CONTOH II: Barang (pembelian th. 2008 ) milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 

berada Seksi Pemerintahan di Kecamatan Lasusua. 

Keterangan: 
1. Kode komponen (Kepemilikan Kabupaten) 

2. Kode Provtnsi (Sulawesi Tenggara) 

3. Kode Kabupaten/Kota (Kabupaten Kolaka Utara) 

4 Kode Bidang Tugas (Pendidikan) 

5 Kode Unit Bidang (Dinas Pendidikan) 

6. Kode Tahun Pembelian I Perolehan (07) 

7 Kode Sub Unit I UPTD I Cab. Dinas/kode (SDN 1 Lasusua) 

Cara penulisan : 

12 210608 010706 006 

5 6 7 1 2 3 4 

CONTOH I: Barang (pembelian th. 2007) milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 

Dinas Pendidikan dipergunakan SD Negeri 1 Lasusua. 

!II,., I 
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CONTOH VI : Cara penulisan Nomor Kode Lokasi/Unit dan Nomor Kode Barang 

CONTOH V: Barang milik Departemen I Lembaga lain ( selain Depdagri dan belum 

dicatat I diinventarisir oleh Departemen I Lembaga lain yang bersangkutan ) di 

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 

Kolaka Utara dipergunakan pada bidang Tanaman Pangan Pembelian tahun 2006 

l0l0l l2l1l l0l611°1l1l l0l21 l013l 1°l2l0l0l1I 
1 2 3 4 5 6 7 

Keterangan: 

1. Kode komponen (Kepemilikan Pemerintah Pusat) 

2. Kode Provinsi (Sulawesi Tenggara) 

3. Kode Kabupaten/Kota (Kolaka Utara) 

4 Kode Bidang Tugas (Bidang Pertanian) 

5 Kode Unit Bidang (Pertanian Tanaman Pangan) 

6. Kode Tahun Pembelian I Perolehan (2006) 

7 Kode Sub ynit I UPTD I Cab. Dinas/kode (Tanaman Pangan) 

Cara penulisan : 

00 21 06 11 02 03 02 001 

Keterangan: 

1. Kode komponen (Kepemilikan Kabupaten) 

2. Kod~ Provinsi (Sulawesi Tenggara) 

3. Kode Kabupaten/Kota (Kolaka Utara) 

4 Kode Bidang Tugas (Sekretariat Daerah) 

5 Kode Unit Bidang (Bagian Hukum) 

6. Kode Tahun Pembelian I Perolehan (2005) 

7 Kode Sub Unit I UPTD I Cab. Dinas/kode (Sub Bagian Perundang-undangan) 

Cara penulisan : 

12 21 06 04 03 05 01000 

5 6 7 1 2 3 4 

CONTOH IV: Barang ( pembelian th. 2005 ) milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 

pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dipergunakan pada Bagian Hukum 

sub bagian perundang-undangan 

7 Kode Sub Unit I UPTD I Cab. Dinas/kode (Puskesmas Wawo) 

Cara penulisan : 

11 21 06 07 03 05 06 001 
1· 

I 

- • 
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KODE SATUAN KERJA 

Sub Unit I UPTD masih dapat dibagi dengan satuan kerja diberi nornor kode mulai 01 

dan seterusnya sampai sejumlah satuan kerja dalam unit I UPTD tersebut. 

Penielasan: 

a. Unit yang tidak mempunyai Sub Unit I UPTD dan satuan kerja, maka pada Bagian 

Pengembangan Sub Unit I UPTD dan Satuan kerja diisi 000. 

b. Unit yang mempunyai Sub Unit dan satuan kerja maka dibagian Pengembangan sub 

unit /UPTD dan satuan kerja diisi dengan nornor Kade Sub Unit I, UPTD mulai dari 

Namor Kode 001 sampai dengan sejumlah satuan kerja yang ada pada sub unit I 
UPTD yang bersangkutan. 

KODE TAHUN PEMBELIAN/PEROLEHAN 
Namar Unit Nornor Kade Tahun Pembelian I Perolehan barang dituliskan dua angka 

terakhir dari tahun pembelian I peralehan ( misalnya tahun 2005 maka ditulis 05 ) 

KODE UNIT 

Nomor kode mulai 01 s/ d ...... Sesuai unit bidang sedangkan urut - urutannya ditetapkan 

dalam satu pembakuan wilayah masing - masing 

Untuk pembakuan Nomar Kade unit, sub unit/UPTD dan satuan kerja wilayah yang 

ditetapkan dengan keputusan Bupati 

3. Barang milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Jenis Filling Kabinet besi I 

metal tahun 2006 pada kantor Dinas Kesehatan di puskesmas Lasusua 

(Bangku yang ke 5 ) 

Cara penulisan : 
12210607010506001 

02 06 01104 04 0005 

1. Barang ( Jenis Televisi ke 75) milik Pemerntah Kabupaten Kalaka Utara Provinsi 

Sulawesi Tenggara dipergunakan di Kecamatan Lasusua, Pembelian/perolehan 

tahun 2005. 

Cara Penulisan : 

12 21 06 50 03 04 02 000 

02 06 02 06 03 0075 
2. Barang milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Jenis barang bangku sekolah 

dibeli tahun 2006 pada SON 2 Lasusua ( Bangku yang ke 75 ) 

Cara penulisan : 

12 210608 010406 006 

02 06 02 01 32 0075 

. 
• 
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ID. PEMASANGAN KODE DAN TANDA KEPEMILIKAN. 

1. Kode Barang dan tanda kepemilikan harus dicantumkan pada setiap barang 
lnventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, 

cukup dicatat dalam Bl, KIB dan KIR. 

2. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) 

ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat . 

3. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) 

ditempatkan pada bagian badan yang mudah dilihat. 

4. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan berrnotor lainnya ditempatkan 

di tempat yang mudah dilihat. 

5. Kade Barang dan tanda kepemilikan Rumah Dinas dicantumkan pada sebuah papan 

yang berukuran 15 x 25 Cm, sedangkan untuk tanah kosong pada sebuah papan yang 

berukuran sekurang-kurangnya 60x100 cm. 

6. Pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan rumah dinas daerah dicantumkan 

pada tembok rumah bagian depan sehinga tampak n¥ata dari jalan umum,yang 

berbentuk papan kecil dengan ukuran: 

a. lebar 15 cm. 

b. panjang 25 cm. 

c. gambar lambang Daerah ukuran garis tengah 6 cm. 

d. tinggi huruf 2 cm. 

,. 

LAI-LAIN 

1. Cara pencatatan dan pemberian Nomor Kode bagi barang yang belum ada Nomor 
Kode jenis barangnya, supaya mempergunakan Nomor Kode jenis barang "Lain-lain" 

dari Sub kelompok barang yang dimaksud atau dibakukan oleh Bupati Kolaka Utara 

dengan mengikuti nomor urut jenis barang lain-lain. 

2. Barang milik Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah) tetap menjadi milik 

Pemerintah Daerah, oleh karena itu semua barang inventaris yang dipisahkan, 

diperlakukan sama dengan barang inventaris milik Pemerintah Daerah. 
3. Tidak termasuk barang milik daerah tersebut di atas yaitu barang usaha/barang 

yang diperdagangkan sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Daerah tersebut. 

4. Dalam rangka terttb administrasi pengelolaan barang milik daerah yang cepat dan 

akurat, Pemerintah Daerah menerapkan aplikasi inventarisasi melalui Sistem 

lnformasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). 

• 

........ 
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PENUTUP 
Demikian Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan lnventarisasi ini disusun untuk dijadikan 

Pedoman bagi Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Tahun 2014 . 

IV. 
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